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PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode: 1 April 2026 s/d 30 Juni 2026

JUMLAH 36 RESPONDEN
GENDER Laki-Laki : 23 org Perempuan :13 org
PENDIDIKAN Tidak/Belum Sekolah : 0 org Diploma 2: 0 org
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI Sb:0org Diploma3:2org
NILAI INDEKS BERJALAN SMP:1org Sarjana S1:20 org
SMU :12 org Magister S2:1org
3 s 9 6 / 99,03 % Diploma1:0org Doktor S3:0o0rg
PEKERJAAN PNS :16 org Wiraswasta : 5 org
TNI:0org Wirausaha : 3 org
Polri: 0 org Tenaga Kontrak : 0 org

Lainnya : 12 org

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3.89
2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3.92
3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? 3.92

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah:

Dari hasil analisis Survei Indeks Persepesi Anti Korupsi Periode Triwulan Il (April - Juni 2026) diperoleh tiga unsur terendah yaitu Indikator Transaksi Biaya, Indikator Manipulasi
Peraturan, dan Indikator Transparansi Biaya.

Tindak Lanjut :

1. Indikator Transaksi Biaya, akan dipublikasikan kembali informasi tentang biaya perkara atau tarif resmi di Pengadilan Negeri Wamena pada situs web maupun media sosial dan
membuat papan pengumuman resmi yang mudah dilihat oleh pencari pelayanan di Pengadilan Negeri Wamena.

2. Indikator Manipulasi Peraturan, Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SOP pelayanan serta meningkatkan pembinaan kepada petugas agar
seluruh pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3. Indikator Transparansi Biaya, Memastikan setiap transaksi pembayaran dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan setiap pengguna layanan menerima bukti pembayaran
yang sah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan di pengadilan negeri wamena.

3 Juli 2026

) . - . . Ketua Pengadilan
* Terima kasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi

kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki kualitas pelayanan.
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